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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini yang berjudul “Analisis Terhadap
Kedudukan Suami Istri dalam Undang-Undang Perkawinan Berkaitan
dengan Predikat “Fatherless Country” Di Indonesia” maka dapat
disimpulkan bahwa bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menetapkan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dianggap
memiliki kekuatan dan kewajiban untuk mencari nafkah sebagai kepala
keluarga, sementara istri dianggap memiliki tanggung jawab utama dalam
mengurus rumah tangga dan anak-anak, yang mencerminkan pola pikir
patriarki dalam masyarakat Indonesia. Kedudukan suami yang dominan
sebagai kepala keluarga juga mempengaruhi terbentuknya isu "Fatherless
Country" di Indonesia. Ketidakhadiran ayah secara fisik atau emosional dalam
kehidupan anak-anak sering kali terjadi karena peran tradisional yang melekat
pada suami sebagai pencari nafkah utama. Budaya patriarki yang masih kuat
juga memperkuat persepsi mengenai kewajiban dan tanggung jawab yang
berbeda antara suami dan istri dalam perkawinan. Hal ini dapat menyebabkan
ketidaksetaraan dalam pembagian tugas rumah tangga dan pengasuhan anak,
serta kurangnya keterlibatan ayah dalam kehidupan keluarga secara

keseluruhan.
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B. Saran
Saran yang dapat penulis berikan mengenai Analisis Terhadap

Kedudukan Suami Istri dalam Undang-Undang Perkawinan Berkaitan dengan

Predikat “Fatherless Country” Di Indonesia, yaitu:

1. Pemerintah sekiranya dapat dukungan kebijakan untuk memberikan
keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan anak, seperti cuti ayah yang
lebih panjang dan fleksibel, serta program dukungan keluarga yang
memungkinkan ayah untuk lebih banyak berperan di rumah.

2. LSM sekiranya dapat menyediakan pelatihan dan program dukungan
untuk ayah tentang keterampilan pengasuhan anak dan manajemen rumah
tangga.

3. Masyarakat secara umum diharapkan dapat meningkatkan pemahaman
tentang pentingnya keterlibatan ayah dalam keluarga melalui dialog dan

diskusi di tingkat komunitas.
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